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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 72 TAHUN 2012 
TENTANG 

SISTEM KESEHATAN NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem 
Kesehatan Nasional; 

Mengingat  : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM KESEHATAN 
NASIONAL. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 
produktif secara sosial dan ekonomis.  
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2. Sistem Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah 
pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen 
bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna 
menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. 

3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan. 

5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan 
administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, 
upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan 
pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 
kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan 
saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan 
yang setinggi-tingginya.  

(2) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan 
memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang 
kesehatan. 

(3) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui SKN. 

(4) Otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
berdasarkan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(5) Otonomi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di bidang 
kesehatan. 

Pasal 3 

(1)  Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan dalam 
subsistem: 

a. upaya kesehatan;  

b. penelitian dan pengembangan kesehatan; 
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